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ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kinerja sistem logistik nasional dan untuk memberikan
kepastian hukum, perlu menyesuaikan kembali ketentuan mengenai pengawasan
terhadap Impor atau Ekspor barang larangan dan/atau pembatasan dengan menetapkan
Peraturan Menteri Keuangah tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang
Larangan dan/atau Pembatasan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612)
sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN
No.4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres Rl 57 Tahun
2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu Rl 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI
229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka pengawasan terhadap barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk
diimpor atau diekspor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, instansi teknis yang
menerbitkan peraturan larangan dan/atau pembatasan Impor atau Ekspor wajib
menyampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai melaksanakan pengawasan terhadap barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk
diimpor atau diekspor terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat mewajibkan
importir atau eksportir untuk memberitahukan uraian jumlah dan jenis barang secara
spesifik dalam Pemberitahuan Pabean dengan mencantumkan spesifikasi wajib sebagai
instrumen administrasi. Importir atau eksportir bertanggung jawab atas pemenuhan
ketentuan peraturan larangan dan/atau pembatasan Impor atau Ekspor. importir wajib
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Impor dan eksportir
wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ekspor. Pada saat
Peraturan Menteri ini berlaku, daftar barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor
atau diekspor yang tercantum dalam SINSW dan/atau SKP masih tetap berlaku sampai
dengan masa berlakunya berakhir.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
224/PMK.04/2015 (BN Tahun 2015 Nomor 1894), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 September 2020 dan diundangkan pada
tanggal 2 Oktober 2020.

- Lampiran halaman 13-18.



